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DAFTAR WAWANCARA 

1. Bagaimana ketentuan untuk kredit harus memenuhi persyaratan yang 
diberikan kepada debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 
direstrukturisasi setelah debitur terkena dampak penyebaran Covid-19.  
Jawaban  
Bagi debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 termasuk 
debitur usaha mikro, kecil, dan menengah dengan plafon paling 
banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dapat didasarkan 
pada ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga atau margin/bagi 
hasil/Ijrah. 

 

2. Apakah Bank BRI khusus untuk usaha skala mikro, memiliki skema 
restrukturisasi lainnya berupa  
Jawaban  
Penundaan pembayaran cicilan pokok bulanan selama maksimal satu 
tahun.Bank BRI juga menyiapkan skema restrukturisasi bagi debitur 
yang menikmati fasilitas Kredit Konsumer BRI, yakni Kredit Pemilikan 
Properti (KPP) dan Kredit Kendaraan Bermotor. 
 
 

3. Bagaimana kriteria debitur yang rnernenuhi syarat restrukturisasi kredit 
akibat pandemi covid-19 
Jawaban  
akan dinilai berdasarkan kualitas kredit si debitur dimana jika sebelum 
ada pandemic covid-19 debitur telah dinyatakan wanprestasi maka 
menjadi perti mbangan bagi kreditur unruk dapat atau tidak dalam 
memberikan restrukturisasi kredit. 
 

4. Apa Upaya yang dapat dilakukan antara bank dan debitur adalah 
melakukan renegosiasi kontrak atau perjanjian kredit baru dengan 
mendasarkan pada tiga alternatif kebijakan perbankan, meliputi 
Rescheduling (penjadwalan kembali), yaitu  
 
Jawaban  
Upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat 
perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran 
kembali/jangka waktu kredit termasuk tenggang (grace period), 
termasuk jumlah angsuran. Bila perlu dengan penambahan kredit; 
Reconditioning (persyaratan kembali), yaitu melakukan perubahan 
atau sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian, yang tidak terbatas 
hanya kepada perubahan jadwal angsuran, dan/atau jangka waktu 
kredit saja. Tetapi perubahan kredit tersebut tanpa memberikan 
tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau 
sebagian dari kredit menjadi equity perusahaan; Restructuring 
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(penataan kembali), yaitu upaya berupa melaksanakan perubahan 
syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit, atau 
melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit menjadi 
perusahaan, yang dilakukan dengan atau tanpa rescheduling dan/atau 
reconditioning. 
 

5. Restrukturisasi kredit merupakan hal yang sangat tepat pada saat 
Covid-19 karena sesuai dengan salah satu syarat restrukturisasi oleh 
Peraturan Bank Indonesia Pasal 51 No. 7/2/2005,  
Jawaban  
Yaitu debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga 
kredit. Saat Covid-19, pemerintah menganjurkan masyarakat untuk 
jaga jarak (physical distancing), banyak yang perusahaan menerapkan 
bekerja dari rumah (work from home), aktivitas diluar dikurangi seperti 
liburan, shopping, kuliner dan sebagainya dan banyak terjadi 
pemutusan kerja. Dampak ini sangat dirasakan baik oleh pelaku usaha 
maupun pekerja sehingga debitur mengalami kesulitan dalam 
melakukan pembayaran kreditnya. Masyarakat banyak yang belum 
paham tentang mekanisme relaksasi kredit, debitur mempunyai 
penfsiran bahwa kredit bank tidak ada cicilan dan bunga. 
 
 

6. Banyak debitur yang belum paham tentang mekanisme relaksasi 
kredit, debitur mempunyai penfsiran bahwa kredit bank tidak ada 
cicilan dan bunga, hal ini  
Berdasarkan kebijakan pemerintah yang memberi penyataan bank dan 
industri keuangan non bank dilarang menagih angsuran ke debitur 
selama covid-19. Terlebih, menagih angsuran dengan menggunakan 
jasa debt collector. Pemberian relaksasi kredit yang diatur oleh OJK 
dengan syarat dan ketentuan berlaku. Program relaksasi kredit hanya 
diberikan kepada debitur yang terdampak covid 19, jadi tidak semua 
debitur yang mempunyai tanggung jawab kredit dapat menikmati 
program relaksasi kredit dan kebijakan ini bukan berarti tidak 
membayar cicilan kredit baik pokok dan bunga. Relaksasi kredit 
berupa restrukturasi kredit berupa menunda dan mengubah jumlah 
cicilan. Kebijakan OJK tentang kredit masa covid 19 tentang prosedur 
pembayaran pokok dan bunga kredit yang disebut relaksasi kredit, dan 
salah satu kebijakan relaksasi kredit adalah restrukturasi kredit dimana 
mengubah kompesisi pokok dan bunga kredit diberikan kepada 
nasabah yang terdampak covid 19. Dari beberapa nasabah yang 
mengajukan restrukturasi kredit namun tidak dapat terealisasi karena 
tidak memenuhi syarat-syarat restrukturasi kredit. 
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7. Ketentuan Restrukturisasi kredit merupakan hal yang sangat tepat 
pada saat Covid-19 karena sesuai dengan salah satu syarat 
restrukturisasi oleh Peraturan Bank Indonesia Pasal 51 No. 7/2/2005, 
yaitu debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga 
kredit. Saat Covid-19,  
Jawaban  
pemerintah menganjurkan masyarakat untuk jaga jarak (physical 
distancing), banyak yang perusahaan menerapkan bekerja dari rumah 
(work from home), aktivitas diluar dikurangi seperti liburan, shopping, 
kuliner dan sebagainya dan banyak terjadi pemutusan kerja. Dampak 
ini sangat dirasakan baik oleh pelaku usaha maupun pekerja sehingga 
debitur mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran kreditnya. 
Masyarakat banyak yang belum paham tentang mekanisme relaksasi 
kredit, debitur mempunyai penfsiran bahwa kredit bank tidak ada 
cicilan dan bunga 
 
 

Binjai, 10 Oktober 2022 
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